BAB ||

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Birokras Pemerintahan

Pengertian Birokrasi menurut Almond dan Powel lebih luas melibatkan
berbagai komponen dalam suatu kegiatan organisasi pemerintahan yaitu
terkaitnya suatu organisasi yang melaksanakan tugas-tugas secara forma dan
dijalankan oleh para pelaku organisas pemerintah yaitu terkaitnya suatu
organisas yang melaksanakan tugas-tugas secara formal dan dijalankan oleh para
pelaku organisasi secara hirarkie dalam arti ada yang melaksanakan tugas sebagal

pimpinan dan sebagai bawahan dalam kegiatan membuat keputusan.*

Birokras pemerintahan seringkali di artikan sebagai officialdom atau
kergjaan pegabat. Suatu kergjaan yang raja-rgjanya adalah para pejabat dari suatu
bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda
bahwa seseorang mempunyal yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada
dalam area official yang yuridiktif. Di dalam yuridiksi tersebut seseorang
mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official dutiest) yang memperjelas

batas-batas kewenangan pekerjaannya.

Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan
politik. Pada setigp gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata
kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dari aspek politik ini. Politik

sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari otang-orang yang berperilaku dan

'Bambang I stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),.74
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bertindak politik (consist of people acting politically) yang di organisasikan secara
politik olen kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba
mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan
dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan menyampingkan

kepentingan kelompok lainnya.

Birokrasi sebagal konsep, pengetahuan dan teknik secara umum pada
kenyataanya dapat dipergunakan di setigp organisasi manapun, Yyang
memanfaatkan untuk kepentingan kelancaran jalannya pencapaian tujuan
organisasi tersebut. Namun pengertian secara harafiah “birokrasi” adalah orang —
orang yang bekerja dibelakang meja dalam rangka melaksanakan kegiatan
organisasi. Orang-orang tersebut dipilih dengan memiliki keahlian tertentu,
bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan organisasi, mereka ada yang
duduk sebagai pimpinan dan ada yang menjadi bawahan, mereka membuat
keputusan berdasarkan otoritas tertentu dari badan yang berwenang atau suatu
pemerintah serta mereka mendapat gaji dan penghasilan. Rumusan pengertian
“birokrasi” tersebut merupakan rangkuman kesimpulan dari para ahli seperti;

Albrow, Max Weber, Lance Castles dan La Polambara.®

Ketika ilmuwan politik berbicara tentang birokrasi, yang dimaksud
biasanya ada dua. Pertama, mereka mengakui kedalaman dan keluasan birokrasi
yang melampaui definisi awal birokrasi. Birokras disini dipandang sebagai aparat
administratif yang memenuhi tugas pihak eksekutif dalam pemerintahan. Ini

adalah tangan pemerintah. Pendekatan kedua untuk birokrasi yang diambil oleh

’Miftah Toha, Birokrasi dan Politik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003),.27
*Bambang I stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),. 186
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ilmuwan politik adalah definisi organisasional yang lebih sempit, yang sering

dihubungkan dengan agensi tertentu dan diasosiasikan dengan Max Weber.

Dengan demikian pada dasarnya ketika berbicara tentang birokrasi tidak
dapat lepas dari kegiatan yang dilakukan olenh manusia, semenjak manusia
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan manusia yang lain dalam
memenuhi kebutuhan tersebut tidak terlepas hubungannya dengan birokrasi.
Karena birokras itu mengurus, mengatur dan mengkoordinasikan seluruh
aktivitas manusia dalam suatu organisasi agar kepentingan manusia dapat tercapai

dengan baik, lancar dan memuaskan.

Karl Marx mengelaborasi birokrasi dengan cara menganaisis dan
mengkritisi philosopi Hegel tentang negara. Hegel berpendapat bahwa
administras negara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan
antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya. Adapun masyarakatnya itu
terdiri dari kelompok-kelompok professional, usahawan dan lain kelompok yang
mewakili bermacam-macam kepentingan partikular (khusus). Di antara keduanya
itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk

menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum).

Marxis bisa menerima konsep pemikiran Hegel tentang ketiga actor
tersebut, yakni birokrasi, kepentingan particular dan kepentingan general. Akan
tetapi menurut Karl Marx birokrasi itu bukannya mewakili adli dirinya sendiri.

Marx berpendapat negara itu bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada
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kepentingan umum itu, yang ada ialah kepentingan particular yang mendominasi

kepentingan partikular lainnya.*

Weber mendeskripsikan tipe birokrasi ideal menekankan bentuk rasional
dan organisasinya. Dalam definisinya, birokrasi adalah setiap organisasi, publik
atau privat yang mengandung tujuh ciri utama. Pertama, organisas itu punya
yurisdiksi dan terdiri dari posisi-posiSi yang memuat perincian tanggung jawab
dan cakupan otoritas. Kedua, ada hirarki atau sistem pengawasan dan subordinasi
untuk individu-individu. Ketiga, ada kebutuhan kesatuan komando/perintah dan
pemahaman bahwa meski pejabat tidak selalu memiliki seumber daya sendiri,
mereka perlu melakukan fungsinya sehingga mereka bertanggung jawab atas
penggunaannya. Keempat, organisasi birokrasi harus beroperasi berdasarkan
dokumen tertulis. Kelima, mangjer dan karyawan dilatih dan dididik dalam
pekerjaannya untuk menjamin efisiens dan produktivitas. Keenam, harus ada
aplikasi aturan yang konsisten. Dan terakhir, personel disewa dan tugas kerjanya

didasarkan pada kompetensi dan pengalaman.®

Menurut David Beentham, Weber memperhatikan tiga elemen pokok
dalam konsep birokrasinya. Tiga elemen itu antara lain: pertama, birokras
dipandang sebagai instrument teknis (technical instrument). Kedua, birokrasi
dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang
birokrass mempunyai kecenderungan yang melekat (inherent tendency) pada

penerapan fungsi sebagai instrument teknis tersebut. Ketiga, pengembangan dari

*Miftah Toha, Birokrasi dan Politik (Jakarta: PT. Reja Grafindo Persada. 2003),.23
® John T. Ishiyama, Marijke Breuning, Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu
jilid 2 terjemah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 1193.
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sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari
kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular.’ Dengan
demikian birokrasi bisa keluar dari fungsinya yang tepat karena anggotanya

cenderung datang dari klas sosia yang partikular.

Birokras di Indonesia sgak jaman orde baru dan era reformas
sesungguhnya memiliki ciri aliran birokrasi bergaya Max Weber. Dalam konteks
sgjarah birokrasi Max Weber diatas merupakan warisan praktek birokrasi pada
jaman pemerintahan Hindia Belanda yang khusus diperuntukkan bagi pelayanan
warga negara Eropa yaitu yang disebut “birokrasi legal rational” dengan ditandai
pertama; tingkat spesialisasi yang tinggi, kedua; struktur kewenangan hirarki
dengan batas-batas kewenagan yang jelas, ketiga; hubungan antar anggota yang
tidak bersifat pribadi, keempat; rekruitmen yang didasarkan atas kemampuan

teknis, kelima; deferensi antara pendapatan resmi dan pribadi.”
. Pembagian Birokras

Berbicara tentang birokrasi yang ada di Indonesia ini dapat dibagi menjadi
beberapa bagian seperti birokrasi pusat, birokrasi daerah sampai pada birokrasi
tingkat desa. Di setiap birokrasi yang telah dibagi ada tugas pokok dan fungsi dari
masing — masing birokrasi tersebut. Karena penelitian ini berada pada kelurahan
sehingga birokrasi yang akan dibahas lebih dalam adalah birokrasi tingkat

desa’kelurahan.

® Miftah Toha, Birokrasi dan Politik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003),.19
’Bambang I stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),.81
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Desa dan kelurahan adalah tatanan lembaga pemerintah terkecil yang
paling bawah dimana desa dan kelurahan yang langsung berhadapan dengan
dengan masyarakat. Sehingga birokrat kelurahan harus ramah dan baik dalam

melayani masyarakatnya.

Pengertian desa menurut Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal —
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan
desa dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa mastarakat, hak asal — usul dan

adat istiadat desa.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan
wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan

dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil .2

Kewenangan kelurahan dalam tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati/Walikota melalui camat. Kewenangan kelurahan meliputi kewengan di

bidang pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat

® “Pengertian K elurahan” https://id.m.wikipedia.org (di akses pada 30 Januari 2016)
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dan pembinaan lembaga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi kelurahan sendiri
telah di atur dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2015 tentang
perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya nomor 95 tahun 2008 tentang rincian
tugas dan fungsi kelurahan kota Surabaya yang telah terlampir pada lampiran.
Karena Kelurahan sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya tersendiri maka
diharapkan para birokrat menjalankan peraturan tersebut dengan benar dan penuh
dengan tanggung jawab agar cepat terciptanya Surabaya menuju pemerintahan

yang baik atau Good Governance.
. KinerjaBirokrasi

Penelitian ini berlangsung di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan
Surabaya terhadap bagaimana kinerja birokrat kelurahan tersebut dalam
meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Birokrasi yang selama ini identik
dengan sesuatu yang bertele-tele atau berbelit-belit dan menyita banyak waktu
akan seladu melekat pada pandangan masyarakat jika birokras itu tidak
mel akukan perubahan atau dikenal dengan istilah reformasi birokrasi. Masyarakat
sebagal penerima pelayanan birokrasi tersebut dapat menilai bagaimana kinerja
birokrasi di Indonesia selama ini. Kebanyakan dari mereka sering mengeluh
dengan birokrasi yang sepertinya sangat panjang sekali aturannya. Tidak jarang
mereka harus meluangkan banyak waktu untuk berurusan dengan birokrasi dan

kembali berulang kali.

Kinerja birokrat disini sangat berpengaruh sekali, bagaimana mereka
melayani masyarakat apakah sudah sesuai prosedur yang berlaku atau malah tidak

sesuai sehingga semakin memperpanjang waktu yang di tempuh masyarakat
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dalam mengurus administrasi publik. Kurang tanggapya para birokrat dalam
melayani masyarakat juga sangat berpengaruh pada pandangan masyarakat
mengenai birokrasi selama ini yang dipandang masih buruk. Sudah seharusnya
para birokrat bekerja dengan sepenuh hati dan bekerja sesuai dengan apa yang

seharusnya mereka kerjakan.

Berkaitan dengan birokrasi terdapat beberapa aspek penting yaitu pertama;
adanya organisasi pemerintahan yang mangatur dan membagi tugas terhadap
proses kerjasama sekelompok orang tersebut, kedua; aparatur birokrasi, yaitu
orang-orang yang di angkat dengan memiliki keahlian tertentu dan duduk dalam
satuan organisasi, ketiga; mekanisme dan prosedur atau standar operasional dan
prosedur (SOP), yaitu pedoman, cara dan petunjuk teknis yang baku dalam
melaksanakan proses kegiatan organisasi, keempat; sarana dan prasarana yaitu
fasilitas kerja yang dibutuhkan oleh setiap unit kegiatan.® Keempat aspek penting
dalam birokrasi ini sangat saling membutuhkan karena ketika ada salah satu yang
kurang akan sangat mempengaruhi kinerja birokras tersebut. Apabila keempat
aspek tersebut telah terpenuhi maka akan mencipatakan birokrasi yang

professional.

Aparatur birokrasi disini juga sering menjadi sorotan masyarakat dimana
mereka sering tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan seperti
ramah kepada masyarakatnya. Itu yang menjadi permasalahan selama ini pada

birokrat di Indonesia, ketidak ramahan para aparatur birokrasi membuat krisis

Bambang I stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),.186
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kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi sehingga menimbulkan pemikiran

yang negatif tentang birokrasi tersebut.

Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kinerja birokrasi
pemerintah Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya. Di Surabaya sendiri
memiliki Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur tugas dan fungsi kelurahan
yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang rincian tugas dan
fungsi kelurahan kota Surabaya. Dimana sudah seharusnya aparatur birokarsi di
setiap kelurahan melakukan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Menjalankan pekerjaan juga harus dengan standar atau (SOP) yang berlaku.
Karena dengan adanya standar itu pekerjaan akan lebih terarah dan sesual aturan
yang berlaku agar proses yang dilakukan juga tidak memakan waktu yang cukup
lama. Dan juga dengan adanya aturan yang berlaku di kalangan birokrat tersebut
sudah seharusnya birokrat tersebut menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah kota Surabaya.

Kinerja birokras harus mengalami perubahan agar tidak lagi terdengar
penyakit birokrasi pada masyarakat. Penyakit birokrasi ini sudah dikena dan
dirasakan dalam masyarakat yaitu ketika setiap akan mengurus sesuatu di kantor
pemerintah pasti akan menemukan hal-hal seperti pengurusannya berbelit-belit
tidak jarang masyarakat akan kembali untuk beberapa kali, membutuhkan waktu
yang lama dan biaya yang besar sehingga sangat tidak menghemat waktu sekali
ketika seharusnya masyarakat memiliki pekerjaan lain dan malah harus menyita

waktunya untuk mengurus sesuatu yang lamaini.
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Pelayanan yang kurang ramah juga sering terdengar menjadi keluhan
masyarakat terhadap birokrat selama ini, dimana seharusnya mereka bekerja dan
mengabdi untuk melayani masyarakat dengan ramah tetapi faktanya mereka
malah tidak ramah ketika melayani masyarakat tersebut hal ini yang menjadi
timbulnya krisis kepercayaan terhadap birokrat dalam masyarakat khususnya di
Indonesia. Kemudian terjadinya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di kalangan

birokrat sehingga masyarakat menilai negatif birokrat tersebut.
. Good Governance

Kelemahan mendasar dari proses pembangunan di Indonesia disebabkan
oleh bad governance. Dominasi peran birokras terasa begitu kuat dalam
menentukan proses pengambilan keputusan hingga pel aksanaan berbagai program
pembangunan. Peran masyarakat lebih banyak berada pada level pelaksanaan.
Akibatnya, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap birokras semakin
meningkat. Di Indonesia segjak orde baru hingga saat ini birokrasi hanya tunduk
pada kekuatan partai politik. Meskipun peraturan pemerintah yang mengatur
netralitas telah diterbitkan, dalam praktiknya birokrasi tetap otonom sebagai
entitas kelas yang ekdlusif. Akibatnya, birokrasi bekerja tidak lebih dari sekedar
mesin politik untuk melayani kepentingan penguasa ketimbang masyarakat.
Karena karakter yang demikian, pembaharuan aparatur pemerintah (bureaucracy
refoerm) sebaga prasyarat peneragpan tata pemerintah yang bak (Good

Gover nance) mendapatkan tantangan yang berat.*°

19 Samodra Wibawa, Administrasi Negara |su-isu Kontemporer (Y ogyakarta: Graha llmu,
2009),19- 20.
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Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu
konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan
administrasi publik. Konsep ini lahir sgjalan dengan konsep-konsep dan
terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asas manusia,
dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa lalu
konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor
publik. Di dalam disiplin profes manajemen publik konsep ini dipandang sebagai
suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administras publik. Paradigma baru ini
menekan pada peranan manger publik agar memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi mangjerial
terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, transparasi, akuntabilitas, dan diciptakan pengelolaan

mangjerial yang bersih dan bebas dari korupsi.**

Seperti yang dikatakan di depan bahwa tata kepemerintahan yang baik itu
merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesggaran, kesamaan,
kohesi dan keseimbangan peran dan adanya saling mengontrol yang dilakukan
oleh tiga komponen yakni, pemerintah (Government), rakyat (Citizen) atau Civil
Society, dan usahawan (Business) yang berada disekitar swasta. Ketiga komponen
itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sedergjat. Kesamaan dergjat ini akan
sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik.
Jika kesamaan dergjat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi

pembiasan dari tata kepemerintahan yang baik tersebut. Upaya untuk

""Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),61.
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menyeimbangkan ketiga komponen tersebut merupakan peran yang harus
dimainkan oleh ilmu administrasi publik. Jka peran yang dimainkan tidak
menjamin adanya kongruensi dan cohesiveness antara ketiganya, maka akan
terjadi  ketidakseimbangan, karena adanya kemungkinan satu komponen
mempengaruhi bahkan menguasai komponen lainnya. Dengan demikian ilmu
administrasi publik ikut berperan dalam mengkaji dan mewujudkan program aksi
dari tata kepemerintahan yang demokratis dan berjalan secara baik. Proses
keseimbangan inilah yang dijaga oleh praktik administrasi public agar tidak

berhenti sampai ke sketsa.*?

Timbulnya korupsi sebagai salah satu penyakit yang menghalangi
terciptanya tatanan kepemerintahan yang baik, karena pada hakikatnya
keseimbangan peran dari ketiga komponen tersebut berat sebelah. Tidak
dipungkiri bahwa birokrasi dan konsep Good Governance tidak dapat kita
pisashkan dari administrasi negara dan administras publik. Semua saling

melengkapi dan membutuhkan satu samalain.

Sistem administrasi suatu negara dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan
lembaga politik negara itu. Suatu keinginan yang hendak memisahkan
administrasi dari politik, bukanlah merupakan suatu kejahatan, hanya suatu yang
diidealkan dan slogan belaka. Dimana kekuasaan dan bilamana kekuasaan
dihamburkan dan terpecah-pecah. Penghamburan kekuasaan juga memberikan
pengaruh yaitu bahwa dengan demikian memberikan kesempatan yang terbuka

kepada masyarakat untuk posisi dalam bidang administrasi, dan dengan demikian

“Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003).,63-64.
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masyarakat secara luas pula dapat dipengaruhi. Bilamana kekuasaan politik
dipusatkan, maka efeknya ialah bahwa terdapat suatu konsentrasi kekuasaan
birokrasi dan suatu uasaha untuk memperoleh posisi dapat disalurkan.Suatu
mekanisme pengambilan keputusan haruslah mulai dari bawah. Jelas yang
dimaksudkan tentunya hanya terbatas pada negara-negara demokrasi. Mekanisme
yang mulai dari bawah ini, yang disebut juga proses politik, haruslah mengarah

kepadainstitusi politik.

Badan administras adalah sebagai perlengkapan yang bertugas untuk
melaksanakan segala kebijaksanaan dan politik pemerintah.Berhasil tidaknya
program pemerintah adal ah sangat tergantung dari berhasilnya badan administrasi
dan yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak, karena itu sering-sering

administrasi dikatakan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.*?

Dalam prinsip Good Governance atau sering disebut sebagai “tata kelola
kepemerintahan yang baik” untuk membedakan dengan “pemerintahan yang
bersih dan berwibawa” (Clean Government) maka “tata kelola kepemerintahan
yang baik” sebagai kata sifat adalah “cara — cara penyelenggaraan pemerintahan
secara efisien dan efektif. Dengan adanya Good Governance ini nantinya
diharapkan dapat meciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik, efektif dan
efisen dari segi waktu dan pelayanannya agar tidak berbelit-belit dan
membutuhkan waktu yang lama pula untuk mengurus sesuatu di kantor

pemerintahan.

3 )M Papasi, Ilmu Politik teori dan praktik (Y ogyakarta:Graha |lmu, 2010),35-36.
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Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai produk dan
sistem guna menunjang implementass Good Governance di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya. Hal itu telah dibuktikan dengan peluncuran salah satu
alat yang mirip mesin ATM bernama e-Kios yang berfungsi untuk melakukan
pengurusan administrasi kependudukan di Kelurahan. e-Kios adalah salah satu
terobosan yang diciptakan pemerintah Kota Surabaya agar pekerjaan lebih cepat

selesai dan menghemat waktu serta biaya.

Adapun prinsip Good Governance yang terkait dengan nilai-nilai
demokrasi, seperti misalnya “transparansi”, partisipasi, responsibility dan
consensus orientation. Keempat prinsip tersebut memang seiring dengan nilai-
nilai demokrasi.'* Dengan adanya keempat prinsip dalam Good Governance yang
saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain ini diharapkan akan cepat
terwujud pada negara-negara di dunia ini. Terutama terwujud pada negara

Indonesiaini dimana masih sangat susah untuk menuju tata pemerintah yang baik.

Dengan sangat beragamnya sebutan penyakit birokras yang telah
dijelaskan di atas menunjukkan bahwa betapa sudah akutnya penyakit yang
menghinggapi ditubuh birokrasi di Indonesia ini, seolah-olah penyakit ini susah
disembuhkan. Dengan menghadapi berbagai penyakit birokras tersebut, sehingga
kinerja birokrasi sampa saat ini belum menunjukkan kearah perubahan yang
signifikan.Maka dari itu dengan adanya konsep Good Governance diaharapkan
sekali agar dapat memperkecil atau bahkan menghilangkan penyakit-penyakit

birokras tersebut.

“Bambang I stianto, Demokratisasi Birokrasi (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),.233
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Di erareformasi sekarang ini, keinginan untuk mewujudkan birokrasi yang
lebih rasional-egaliter, dengan hubungan kerja yang partisi pan-outonomus, tujuan
kerja yang menekankan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik yang lebih
professional dan kompetitif, dan pola rekrutmen dengan menggunakan merit
system, nampaknya masih memerlukan perjuangan panjang. Hal ini mengingat
selama berpuluh-puluh tahun birokras telah sukses menjadi alat penguasa dan
sampai sekarangpun kebijakan publik yang mengatur pembatasan hubungan partai
politik terhadap birokrasi masih belum jelas. Dalam konteks penyelenggaraan
pembangunan daerah melalui good governance, maka perlu dibangun jaringan
(linkages) yang partisipatif, transparan, dan responsive antara pilar-pilar good
governance tersebut. Dan hubungan semacam itu hanya dapat dibangun dengan

menerapkan teknologi informasi atau manajemen berbasis e-gover nance.

Adapun tujuan strategis dari e-governance adalah untuk mendorong dan
menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan bagi semua pihak: pemerintah,
masyarakat dan privat sector. Dengan kata lain penggunaan e-govrnance berarti
mendorong dan menstimulasi terciptanya Good Governance melaui interaksi
efektif antara ketiga pilar Good Governance tersebut: state, society dan privat
sector. Dengan demikian tujuan dari e-governance identik dengan tujuan dari

Good Governance.®®

Dewasa ini perkembangan teknologi sangat berkembang dengan pesat.
Semua pekerjaan dapat dipermudah dengan adanya kemajuan teknologi. Tidak

hanya dalam bidang pekerjaan pada bidang pendidikan juga sudah mengalami

Falih Suaedi, Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara (Y ogyakarta : Grahallmu,
2010).,54
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kemajuan teknologi yang pesat. Masyarakat dari berbaga kalangan dan umur
dapat mengakses internet untuk mencari berbagai informasi dengan mudah.
Kemudahan tersebut tidak lain dikarenakan oleh kemajuan teknologi yang begitu

pesat.

Untuk mewujudkan Good Governance kemaguan teknologi sangat
dibutuhkan sekali, dalam hal pemerintahan juga tidak kalah, e-governance
menjadi alternatif untuk semakin mempermudah pemerintah dalam memberikan
pelayanan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
Belgjar dari kegagalan-kegagalan pembangunan serta sulitnya mengubah prilaku
birokrasi atau mentalitas birokrasi maka e-governance diyakini dapat memberikan

solusi inovatif bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Apa sesungguhnya yang ditawarkan oleh e-governance itu adalah
merupakan keunggulan utama dari Information Communication Technologies
(ICTs) yang mendorong terjadinya tiga perubahan yang mendasari terciptanya

Good Governance di Negara berkembang, yang meliputi:*®

1. Automation : yakni pergeseran dari pemrosesan informasi secara manual

ke teknologi digital;

2. Informatisation : yakni mempercepat proses pengolahan informasi,
misalnya dalam rangka pengambilan keptusan, dan implementasi

keputusan.

"*Falih Suaedi, Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara (Y ogyakarta : Graha llmu,
2010).,57
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3. Transformation : yakni penciptaan metode-metode pelayanan public yang

lebih cepat dan efisien.

Implementasi e-governance dan atau e-government sejauh ini mash
banyak digunakan oleh pemerintah sebagal media informasi satu arah atau yang
lebih parah lagi kalau ternyata e-gov hanya dipahami sebagai trend atau kewajiban
bagi instansi pemerintah. Masyarakat kita sekarang ini memang sedang
mengalami fase evolusi dalam hal berorganisasi dan berkomunikasi dari dunia
nyata menuju dunia digital. Bagaimana memulai perubahan itu sendiri, diawali
dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadops dan mengimplementasikan
teknologi informasi dan komunikasi (ICTs) tersebut secara
professional.Sebaliknya jika kemauan untuk menerapkan ICTs ini masih belum
muncul maka sampai kapanpun sulit untuk mengubah budaya dan pola

intelektualitas birokrasi atau pemerintah pada umumnya.

Jadi dalam konteks ini, perubahan teknologi di satu sisi akan membawa
perubahan baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan cultural.
Karena dengan adanya perubahan teknologi yang berkembang pesat dalam
masyarakat seperti sekarang ini sangat berpengaruh pada budaya masyarakat.
Sehingga masyarakat diharapkan dapat menyaring kebudayaan yang masuk di
dalam Negara Indonesia ini agar tidak membawa pengaruh yang negative untuk
masa depan bangsa. Jika kebudayaan tersebut bersifat positif maka akan
membentuk Negara yang segahterah.Berikut diketengahkan bagaimana e
governance dapat mempengaruhi perubahan budaya, yang pada gilirannya

mewujudkan Good Governance.



Gambar 2.1 E-governance, cultural change, dan good governance'’
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Di Surabaya sendiri telah diluncurkan mesin mirip ATM yang berfungsi
untuk pengurusan administrasi kependudukan melaui internet yang bernama e-
Kios. Peluncuran e-Kios ini diharapkan sekali dapat mempermudah pekerjaan para

birokrat dan juga mempercepat pelayanan untuk masyarakat. Mesin ini hanya ada

GOOD GOVERNANCE

satu pada setiap kelurahan di Surabaya.

YFalih Suaedi, Bintoro Wardiyanto. Revitalisasi Administrasi Negara (Y ogyakarta : Graha llmu,

2010).,60
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E. SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
I Pengertian Sasaran Kerja Pegawai

SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di
dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011.*® Tujuan dari skp sendiri tidak lain adalah untuk
mengukur kinerja pegawai pemerintahan. Dengan adanya SKP ini kinerja pegawai
menjadi terpantau oleh atasanya.Dimana penilaian formulir SKP ini dilakukan
oleh atasan kepada bawahan.Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar
setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok (tupoksi) oleh setiap PNS selaras dengan
tujuan yang telah diterapkan dalam Restra dan Renja organisasi.Penilaian prestasi
kerja PNS secara sistematik menggabungkan antara unsur penilaian Sasaran Kerja

Pegawai dengan unsur penilaian Perilaku Kerja.

SKP atau Sasaran Kerja Pegawai yang merupakan salah satu unsur di
dalam Penilaian Prestass Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS/ASN baik Jabatan
Fungsional Umum (JFU), Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan pejabat
Struktural (Eselon | — Eselon V) sesuai dengan rencana kerja instansi/organisasi

yang kemudian dinilai oleh atasan/pimpinan langsung penyusun SKP.

Untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) penyusunan SKP disesuaikan
dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan
dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya.

Sedangkan bagi JFT penyusunan SKP mengacu pada lampiran kegiatan yang ada

18 “pangertian SKP”, http://www.bkn.go.id/produk/skp. (Di akses pada 22 Mei 2014)
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pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur

tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan

masing-masing.

1

Unsur-unsur SKP

Daam penyusunan SKP terdapat Unsur-unsur SKP yang merupakan

bagian dari formulir SKP.Unsur-Unsur SKP vyaitu terdiri dari kegiatan tugas

jabatan, angka kredit dan target.*®

a. Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada penetapan kinerjaddRKT

b.

C.

instans masing-masing dan dijabarkan sesuai dengan tugas, fungs,
wewenang dan tanggung jawabnya beserta uraian tugas yang dimiliki oleh
masing-masing tingkatan jabatan dari yang tertinggi hingga tingkatan

tertendah (Eselon 1-V, JFU dan JFT).

Angka kredit merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau
akumulas nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan

ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai.

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan yang akan
diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus harus
meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, Waktu dan biaya.
Kuantitas (Target Output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat

keputusan, paket, laporan, dan lain-lain. Kualitas (Target Kualitas)

19 “Ynsur-unsur SKP”, http://pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/ ( di akses
pada 4 Maret 2015)
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merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai

paling tinggi 100 (seratus).

. Waktu (Target Waktu) merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesailkan suatu pekerjaan, misalnya bulanan, triwulan, kwarta,
semester, dan tahunan. Biaya (Target Biaya) biaya yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya
jutaan, ratusan juta, miliaran, dan lain-lain. Dalam hal biaya hanya diis
oleh PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan

tersebut dalam hal ini PPK (Pgjabat Pembuat Komitmen).

Perbedaan DP3 dan SKP

Dengan banyaknya ditemukan kelemahan pada pelaksanaan DP3 PNS

maka diperlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Penyempurnaan DP3

PNS secara umum diarahkan sesua dengan perkembangan tuntutan kualitas

dalam pembinaan kualitas SDM PNS. Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat

pel aksanaan pekerjaan seorang pegawai. Penilaian pel aksanaan pekerjaan pegawai

negeri sipil ini dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pegawal Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan DP3 PNS dan selanjutnya

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979.Pada kenyataannya,

DP3 PNS yang notabene adalah daftar penilaian yang dalam penilaiannya

menggunakan azas tertutup sering dipertanyakan objektivitasnya, karena



48

penilaiannya yang bersifat rahasia dan si penilai mempunyai otoritas yang mutlak

dalam menilai kinerja seseorang.?

Dengan penilaian yang bersifat rahasia tersebut, mungkin sgja pegawai
yang dinilai kurang puas terhadap hasil penilaian karena tidak adanya indikator
yang digunakan secara jelas. Untuk kondisi saat ini, ada banyak hal yang
membuat DP3 tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam menilai kinerja PNS. Salah
satunya adalah DP3 cenderung menilai kinerja PNS hanya dari sudut pandang s
penilai bukan atas dasar prestas kerja. DP3 tidak dapat digunakan dalam menilai
dan mengukur seberapa besar produktivitas dan kontribuss PNS terhadap
organisasi. Hal ini disebabkan penilaian prestas kerja pegawa dengan
menggunakan metode DP3 tidak didasarkan pada target tertentu. Karena
pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada suatu target
tertentu, maka proses penilaian cenderung bersifat subyektif. Dalam hal atasan
langsung pun sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai dan belum tentu
memberi klarifikasi dari hasil penilaian serta tindak lanjut penilaian terhadap

pegawai yang dinilai.

Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih
pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada
capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya. Secara umum,
penilaian dengan menggunakan metode SKP jika dilihat dari sistem penilaiannya

akan lebih efektif dibandingdengan metode DP3.

20 “pengertian DP3”, www.kompasiana.convrindo/skp-sasaran-kerja-pegawai - sebagai -pengganti-
dp3-daftar-penilai an-pel aksanaan-pekerjaan-pns_55285f946ea834697f8b45be (di akses pada 29
oktober 2013)



